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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik
simpulan bahwa dilihat dari APBDes yang ada di desa ponelo belum sepenuhnya
efektif karena di desa ponelo tidak memiliki sumber PADes padahal di desa
ponelo sendiri banyak potensi-potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber
PADes karena desa ponelo merupakan desa agraris dan juga perairan
sedangkan jika dilihat dari sisi perencanaan pengelolaan keuangan desa di
Desa Ponelo telah dilakukan sesuai dengan unsur akuntabilitas yakni dengan
melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian,
pelaksanaan pengelolan keuangan desa atau penggunaan dan penerimaan
keuangan desa dilakukan sesuai dengan perundang-udangan serta terorganisir
sehingga aspek akuntabilitas dapat terpenuhi. Kemudian dalam hal
penatausahaan, dimana bendahara di Desa Ponelo melakukan pencatatan
setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum, kas bank dan buku
pembantu. Kemudian terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban telah
diupayakan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dengan melakukan
investarisasi dan pemantauan sebelum menyusun laporan serta menyerahkan
pertanggungjawaban tersebut kepada pemerintah daerah melalui sistem
keuangan desa meskipun pemerintah desa ponelo sering mengalami
keterlambatan dalam hal ini pelaporan. Berbagai masalah yang ditemukan dan
dialami oleh pemerintah desa dapat diatasi dengan adanya bimbingan dan

pengawasan teknis oleh pemerintah daerah.
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5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
memberikan saran yakni sebaiknya pemerintah desa Ponelo lebih
mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan asli desa yang kiranya
dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan sehingga tidak hanya
mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat saja. Kemudian Pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara
lebih ditingkatkan lagi. Dan juga pemahaman prinsip partisipatif, transparansi,
dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa,
BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna
meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam
pembangunan desa, sehingga dengan hal ini akan tercipta akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan.
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